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ABSTRAK 
ANDIS KAPATI (B121 13 366), dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM DI KOTA MAKASSAR”. 
Dibawah bimbingan Prof Dr. M. Yunus Wahid,SH.,MSI, selaku pembimbing I 
dan Dr. Zulkifli Aspan.SH.,MH, selaku pembimbing II 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
mekanisme perizinan Depot Air Minum di Kota Makassar beserta faktor 
yang mempengaruhi mekanisme perizinan tersebut. 
Penelitian ini berlokasi di Dinas Kesehatan,Dinas Perdagangan dan 
Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan menggunakan jenis penelitian 
dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris yang didukung 
dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data 
dilaksanakan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. 
Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis. 
Berdasarkan hasil penelitian di 3 puskesmas di Makassar yaitu 
Puskesmas Sudiang Raya, Puskesmas Antara dan Puskesmas 
Tabaringan dihasilkan data bahwa dari 10 sampel Depot Air Minum di 
ketiga Puskesmas tersebut, tidak ada satupun memiliki izin usaha dan 
surat jaminan pasokan air baku dari PDAM sedangkan hanya 5 yang 
memiliki Seritifikat Laik Higiene sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan izin Depot Air Minum di Kota Makassar belum berjalan  
sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu hal lain yang menjadi 
kendala ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota 
Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar belum maksimal, hal itu 
dibuktikan dengan masih banyaknya Depot Air Minum yang tidak memiliki 
izin namun masih tetap beroperasi. 
Kata Kunci : Depot Air Minum, Izin usaha, Sertifikat Laik Higiene, Pengawasaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sumber daya alam merupakanamanah dan karunia dari Tuhan Yang 
Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai 
kekayaan yang tak ternilai harganya.Oleh karena itu sumber daya alam 
wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya 
guna, berhasil guna dan berkelanjutan.DalamPasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”Ayat diatas menjelaskan bahwa 
Pemerintah dalam hal memerankan penguasaan terhadap sumber daya 
alam Indonesia perlu menjaga stabilitas pemanfaatannya agar tidak 
mengarah pada eksploitasi dimana output dari penguasaan tersebut 
sebesar-besarnya demi terwujudnya kesejahteraan dan keberlanjutan 
hidup rakyat Indonesia seluruhnya. 
 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 yang 
menghapus UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan 
langkah yang konkrit untuk menjalankan amanah UUD 1945 tentang 
penguasaaan sumber daya air. Putusan tersebut dikeluarkan karena 
menurut hakim bahwa penerapan pasal-pasal itu dinilai membuka peluang 
privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang 
merugikan masyarakat sebagai pengguna air.Hal tersebut tentu 
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bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara lah yang 
menguasai pengelolaan sumber daya air melalui BUMN atau BUMD demi 
tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.Dalam salah satu 
pertimbangannya, Hakim menyatahkan bahwa setiap pengusahaan air 
tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat.Soalnya, selain 
dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah 
satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus 
menjadi tanggung jawab pemerintah.Ketiganya, MK pengelolaan air pun 
harus mengingat kelestarian lingkungan.1 
Negara memahami sepenuhnya bahwa air adalah aset kehidupan 
manusiadimana jika aset ini berkurang atau habis, dipastikan manusia 
tidak dapat melangsungkan kehidupannya dan jauh dari kemartabatannya 
sebagai manusia sehingga air dikategorikan sebagai sumber daya yang 
menjadi hal vital bagi kehidupan yang kemudiandiamanahkan oleh UUD 
1945 untuk dijaga. Di dunia Internasional, PBB memberikan 
pandangannya yang menegaskan bahwa hak asasi manusia atas air 
memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa 
diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk 
penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai 
diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi 
risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk 
                                                          
1
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-
airpada 15 Juni 2017,pada pukul 19;30 Wita. 
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konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.2 
Penegasan ini merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar 
HAM atas air, yakni ketersediaan (availability), kualitas (quality), dan 
mudah dicapai (accessibility).Mudah dicapai yang dimaksudkan termasuk 
dalamnya yaitu mudah dicapai secara fisik (physical accessibility),mudah 
dicapai secara ekonomis (affordability) (or economic accessibility),tidak 
terjadinya diskriminasi (non-discrimination), dan kemudahan informasi 
(information accessibility). 
Air merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia karena pemanfaatan terhadap sumber daya tersebut 
sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.Pemanfaatan air sebagai 
air minum merupakan salah satu pemanfaatan air yang tidak lepas dari 
konsumsi manusia. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 492/Menkes/ Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 
menjelaskan bahwa “Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan 
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan 
dapat langsung diminum.” Idealnya manusia membutuhkan 1,5 sampai 2 
liter air minum per harinya demi menjaga kelancaran metabolisme pada 
tubuh, dibawah dari kadar tersebut manusia akan terkena dampak 
dehidrasi (kekurangan cairan) dan jika hal itu berkepanjangan akan 
menyebabkankematian sehingga air minum perlu diberikan perhatian yang 
khusus. Disamping itu air yang beradadi bumi ini tidak serta merta bisa 
                                                          
2
http://www.ampl.or.id/digilib/read/35-hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia/ pada 29 Desember 
2016, pada pukul 15:30 Wita. 
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disebut atau difungsikan sebagai air bersih yang layak untuk 
diminumdikarenakan dari 100% jumlah air, 97% merupakan air asin dan es 
di kutub sementara 3% sisanya merupakan air tawar namun air yang 
besih, tidak berbau, tidak berwarna itu cuma ada 1% sehingga 
ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi sangat terbatas untuk 
manusia yang setiap tahunnya bertambah jumlahnya. 
Hukum merupakan instrumen dari sosial kontrol, dan sarana 
perubahan sosial atau sarana pembangunan, maka pengaturan hukum 
diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari 
pembangunan.3Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara 
komprehensif menjadi alasan bagi istilah pengaturan hukum sebagai 
bagian dari keseluruhan judul penelitian ini.Pengaturan hukum menurut 
Alvi Syahrin “mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya 
menggunakan hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi 
dampak negatif dari pembangunan”.4Lahirnya Peraturan Menteri 
Kesehatan nomor 492/menkes/per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas 
Air Minum merupakan bagian dari kontrol sosial oleh pemerintah terhadap 
distribusi penyaluran air bersih. 
Demi menjaga kelancaran penyaluran air bersih di tiap-tiap daerah 
di Indonesia, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam 
kaitannya menjalankan konsep welfarestaat telah mengadakan dan 
                                                          
3Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu  
Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 
1976, halaman 12-15. 
4 Alvi Syahrin. Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 
Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, 2003, halaman 11. 
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membentuk satu jasa penyedia air bersih di daerah yaitu PDAM 
(Perusahaan Daerah Air Minum). PDAM diyakini sebagai langkah 
pemerintah yang nyata dalam menjalankan amanah pasal 33 ayat 3 UUD 
RI 1945. Namun pada realitasnya bahwa PDAM sebagai perusahaan air 
minum belum dapat sepenuhnya menyediakan air bersih bagi masyarakat 
karena masih banyak mengalami kendala-kendala. Air yang berasal dari 
PDAM tidak setiap hari mengalir dan terkadang tidak bisa dipakai untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak 
bahkan untuk minum. Ditambah lagi dengan banyaknya keluhan 
masyarakat mengenai air yang berasal dari PDAM mulai dari soal kualitas 
dan kuantitas seperti halnya air yang mengandung timbal atau 
kasinogenik, air berwarna kecoklat-coklatan atau keruh, air berbau larutan 
zat kimia atau berasa aneh hingga debit air yang kerap kali tidak mengalir 
sama sekali atau sangat kecil keluarnya. Terkhusus di Kota Makassar, 
PDAM hanya mampu melayani kebutuhan air bersih sekitar 62% 
masyarakat Kota Makassar.5 
Rendahnya kualitas dan kuantitas air yang berasal dari PDAM 
diakibatkan karena air yang selama ini dipenuhi dengan sumber air sumur 
atau sumber air dalam tanah semakin menipis, kerusakan alam dan 
percemaran serta kepercayaan masyarakat terhadap jumlah dan kualitas 
air yang baik yang berasal dari PDAM. Kendala-kendala inilah yang 
kemudian menjadi cikal bakal meningkatnya prospek usaha air minum 
                                                          
5http://makassar.tribunnews.com/2016/12/06/pdam-makassar-target-2019-bebas-krisis-air-bersih/ , 
pada 29 Desember 2016, pada pukul 17:05 Wita 
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dalam kemasan (AMDK) yang memasukan produk air minum sehingga 
menjadi alternatif bagi masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan 
akan air bersih yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. 
Permasalahan baru muncul, yaitu mahalnya harga air minum dalam 
kemasan dariberbagai jenis merek membuat konsumen bingung untuk 
tetap menggunakan air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan 
yang cukup mahal tetap memaksa masyarakat untuk mengeluarkan 
uangnya demi memenuhi kebutuhannya akan air minum. 
Belakangan ini muncul solusi baru terhadap mahalnya air minum 
dalam kemasan yaitu pendirian usaha depot air minum (DAM) sebagai 
alternatif atau jawaban dari keluhan masyarakat.Perandepot air minum 
sangat besar, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha depot 
air minum isi ulang dimana-mana.Air minum yang diperoleh dari depot air 
minum pada umumnya harganya jauh lebih murah dibanding air minum 
dalam kemasan.Namun, disinyalir bahwa dari hasil pengawasan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan terdapat masih banyak depot air minum 
yang kandungan air minumnya terdapat bakteri yang berbahaya bagi tubuh 
manusia sehingga dapat merusak kesehatan tubuh manusia.6 
Di Kota Makassar, jumlah depot air minum setiap tahunnya 
mengalami peningkatan dikarenakan semakin banyak masyarakat yang 
menggantungkan kebutuhan air minumnya pada depot air minum. 
Berdasarkan data pemeriksaan kualitas air minum isi ulang Dinas 
                                                          
6
http://metro.news.viva.co.id/news/read/714288-temuan-mengejutkan-bpom-dari-air-isi-ulang/ pada 
1 Januari 2016, pada pukul 19:45 Wita 
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Kesehatan Kota Makassar tahun 2011 dari 333 rata-rata sampling depot 
air minum, hanya 60% depot air minum yang memenuhi syarat bakteri 
koliform menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.492/2010 tentang 
persyaratan kualitas air minum dan Peraturan Menteri Kesehatan 
No.736/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air 
minum.7Sedangkanmenurut penelitian Ayu Puspita Sari dari 21 depot air 
minum terdapat 18 depot yang tidak memenuhi syarat kualitasbakteri 
koliform pada depot air minum isi ulang di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa Kota Makassar Tahun 2012.8Penelitian tersebut menandakan 
bahwa lebih dari 80% depot air minum di Tamangapa Kota Makassar 
kurang layak untuk dikonsumsi bagi masyarakat sekitar karena belum 
memenuhi salah satu persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
No.492/2010 yang bisa dikatakan sebagai air minum yang aman buat 
kesehatan.  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 
651/MPP/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 
Perdagangannya telah dijelaskan bahwa ada tiga syarat utama dalam 
mendirikan usaha Depot air minum isi ulang yaitu : 
1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda 
Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan 
                                                          
7
Khiki Punawati Kasim, Onny Setiani, Nur Endah W,” Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 
Cemaran Mikroba dalam Air Minum Isi Ulang pada Depot Air Minum Kota Makassar”Jurnal Kesehatan 
Lingkungan Indonesia Vol. 13 No. 2 / Oktober 2014, halaman 39. 
8
Puspita Sari A.,Studi kualitas air minum isi ulang di wilayah kerja puskesmastamangapa tahun 
2012. UIN Alauddin Makassar,2012. 
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seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
2. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari 
PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari 
Instansi yang berwenang.  
3. Depot Air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang 
dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk 
Pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.  
Syarat tersebut kemudian dipertegas kembali pada Peraturan 
Menteri Kesehatan RI No. 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot 
Air bahwa  untuk menerbitkan izin usaha depot air minum pemerintah 
daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi. Hal itu tentu bertujuan agar konsumen dapat lebih 
mendapatkan kemanan dengan mengonsumsi air minum dari depot air 
minum. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 87 depot air minum yang 
dipilih secara acak di Kota Makassar dihasilkan kesimpulanbahwa : 
1. Sebanyak 39,08% air baku dan 52,87% AMIU tidak memenuhi kualitas 
mikrobiologi yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
No.492/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. 
2. Sebanyak 3,44% kondisi peralatan depot tidak memenuhi syarat, 
3,45% kondisiproses pengolahan tidak memenuhi syarat, 
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68,97%higiene petugas/karyawan tidak memenuhi syarat,dan 4,6% 
kondisi sanitasi depot air minum tidak memenuhi syarat.9 
 Selain itu,sering dijumpai di Kota Makassar Depot Air Minum yang 
mendistribusikan air minumnya ke pihak lain seperti toko ataupun kios. 
Padahal dalam Pasal 7 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan RI No. 651/MPP/kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis 
Depot Air Minum dan Perdagangannya dijelaskan bahwa Depot Air Minum 
hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada 
konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh 
konsumen atau disediakan Depot. Ini berarti bahwa tidak diperkenankan 
bagi Depot Air Minum untuk mendistribusikan airnya ke tempat lain. Dalam 
Pasal ini juga dijelaskan bahwa Depot air Minum tidak diperkenankan 
memberi merek pada tutup wadah (harus polos) dan tidak diperbolehkan 
memasang segel/shrink wrap pada wadah namun pada 
kenyataanya,sebagian besar Depot Air Minum di Kota Makassar 
melanggar pasal itu.  
Dari data diatas dapat dikatakan bahwa Depot Air Minum di  Kota 
Makassar masih belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan yang ada. Hal 
lain yang menjadi perhatian lebih yaitu pada pengawasan terhadap 
berjalannya usaha depot air minum di Kota Makassar yang belum 
sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
No.736/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum . Hal ini 
                                                          
9
Khiki Punawati Kasim, Onny Setiani, Nur Endah W, Loc, Cit., halaman 44. 
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mengakibatkan kekhawatiran tersendiri bagi konsumen depot air minum di 
Kota Makassar. 
Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk judul skripsi 
:Tinjauan Yuridis terhadap Izin Usaha Depot Air Minum. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah mekanisme perizinan depot air minum di Kota 
Makassar? 
2. Faktor apa saja yang menghambat perizinan terhadap depot air 
minum di Kota Makassar? 
C. Tujuan Penilitian 
1. Mekanisme perizinan usaha depot air minum di Kota Makassar. 
2. Faktor yang menghambat perizinan terhadap depot air minum di 
Kota Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoretis 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan 
pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya 
mengenai hukum perizinan dan pengawasan. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Upaya untuk memperluas pengetahuan bagi penulis dalam 
bidang hukum administrasi negara khususnya hukum perizinan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kewenangan 
1. Pengertian Kewenangan 
Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang 
disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan 
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, 
memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan 
lain.10 
Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari 
hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh 
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam 
hubungan hukum publik.11 
Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat dan tidak berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan 
kewajiban.12 
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang 
yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang 
berlaku, dengan demikiankewenangan juga menyangkut kompetensi 
                                                          
  10Kamal Hidjaz.Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan 
DaerahDi Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.
 
  11Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal  71. 
 12Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009. 
hal 26.
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tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, 
jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh 
pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang penting 
dalam kajian hukum tata negara dan hkum administrasi negara. Begitu 
pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan 
J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata 
negara dan hukum administrasi negara.13 
Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis 
berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki 
oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan 
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Sumber Kewenangan 
Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara 
atribusi,delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai 
berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian 
wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu 
wewenang pemerintah yang baru.Pada delegasi terjadilah pelimpahan 
suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang 
telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif 
kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya.Jadi, suatu delegasi selalu 
                                                          
13
Ridwan HR. Op.Cit.hlm. 99. 
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didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu 
tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan 
wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.14 
Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan 
pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 
Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, 
dan mandat.Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui 
pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan 
kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal 
dari pelimpahan.Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat 
perbedaanantara delegasi dan mandat.Dalam hal delegasi mengenai 
prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan 
kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan 
perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat 
beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan 
wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang 
dengan asas ”contrariusactus”.Artinya, setiap perubahan, pencabutan 
suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh 
pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan 
peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.Dalam hal mandat, 
prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang 
bersifat rutin.Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada 
                                                          
  
14
Indroharto.Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: 
Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68. 
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pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat  menggunakan 
sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.15 
Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang 
mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk 
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak 
lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan 
untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum 
administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu 
atribusi, delegasi dan mandat.16 
Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru 
oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.Atribusi 
kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian 
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada 
puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga 
negara atau pemerintah.Kewenangan tersebut melekat terus menerus 
dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.Disini 
dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru17.Legislator yang 
                                                          
  15Ridwan HR. Op.Cit.hlm.108-109.
 
 
  16Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.Fakultas 
Hukum Unpad. Bandung, 2000.hlm. 1-2.
 
 17Ridwan HR. Op.Cit.hlm. 104.
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kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan 
dibedakan:  
Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR 
sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama 
Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undangundang.Dalam 
kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan 
melibatkan DPD.Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah 
yang menghasilkan Peraturan Daerah.Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 
1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk 
Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang 
memaksa. 
Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang 
berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan 
pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan 
kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. 
Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah 
ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh 
wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan 
tata usaha negara lainnya.Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh 
adanya suatu atribusi wewenang.18Misal, dalam Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat 
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Ibid. hlm. 104-105. 
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dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan 
(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan 
oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke 
bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi 
pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.19 
Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, 
berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris 
menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan..Berdasarkan 
uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan 
secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-
undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan.Penerima dapat menciptakan wewenang baru 
atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab 
intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan 
sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).20 
  
                                                          
19
Ibid. 
 
20
Ibid. hlm. 109. 
 
 
 
 
17 
 
 
3. Kewenangan Pemerintah Daerah 
Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk 
melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata 
lain, Prajudi Atmosudirdjo (1988:76) mengemukakan bahwa pada 
dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua 
pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan 
pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara 
nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi 
pemerintah lainnya (dalam arti luas). 
Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada 
pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan 
peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, wewenang 
merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil 
tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni 
terwujudnya kesewenang-wenangan (onwetmating). Keseluruhan 
pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau 
dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan 
maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan 
atau perbuatan pemerintahan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah 
penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
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DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dan sistim serta prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Pengertian Pemerintah 
daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah 
sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah (lihat Pasal 1 ayat 
(3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004).Gubernur sebagai Kepala 
Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di 
daerah.Gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali 
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan 
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah, pada 
strata pemerintahan provinsi. 
Menurut rumusan Pasal 13 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa urusan wajib yang 
menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan 
dalam skala provinsi. Pasal 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan wajib yang 
menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota 
merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Pelaksanaan tugas 
pemerintah di daerah antara pemerintah daerah dan DPRD mempunyai 
hubungan yaitu Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD 
merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat 
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kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga 
pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, 
artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat 
kebijakan daerah berupa Peraturan daerah. 
 
B. Perizinan 
1. Pengertian Perizinan 
Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 
peraturan perundang-undangan.Perbuatan penguasa dalam hal ini 
pemerintah bersifat bersegi satu, dimana ketentuan dan syarat izin 
yang dikeluarkan hanya pemerintah saja yang berhak untuk itu.21 Izin 
lebih tepatnya merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan 
kegiatan-kegiatan masyarakat dimana dikeluarkannya izin artinya 
memperkenankan sesuatu yang sebenarnya dilarang sehingga 
diwajibkan perlunya pengawasan terhadap kegiatan tersebut 
2. Sifat Izin  
Adapun izin yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara 
(KTUN) yang berwenang memiliki beberapa sifat diantaranya; 
a. Izin bersifat bebas dimana penerbitannya tidak terikat pada aturan 
tertulis. 
                                                          
21
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika,2015, 
halaman 167-168. 
 
 
 
 
20 
 
 
b. Izin bersifat terikat dimana penerbitannya terikat pada aturan dan 
hukum tertulis maupun tidak tertulis. 
c. Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang 
menitikpusatkan anugrah yang diterima dari pihak bersangkutan 
karena mendapatkan hak-hak yang sebelumnya dilarang untuk 
dilakukan. 
d. Izin memberatkan yaitu dimana izin yang berlaku namun berdampak 
bagi masyarat yang berada disekitar tempat yang telah diberikan 
izin misalnya perusahaan yang memiliki limbah pembuangan. 
e. Izin yang segera berakhir merupakan izin yang hanya berlaku relatif 
singkat saja seperti izin mendirikan bangunan (IMB) yang masa 
berlakunya berakhir saat bangunan tersebut selesai dibangun. 
f. Izin yang berlangsung lama biasanya lebih kepada perizinan 
terhadap suatu usaha misalnya izin industri. 
3. Perbedaan antara Lisensi, Konsesi, dan Dispensasi 
a. Lisensi 
Lisensi secara umum dapat diartikan sebagain pemberian 
izin, hal ini termasuk dalam perjanjian dimana lisensi ini adalah hak 
yang diterima sehingga dapat diperkenankan untuk menggunakan 
barang/jasa yang telah dilisensikan. 
b. Konsesi 
Pemerintah sebagai pelayan publik tentu memiliki andil 
dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat diaman salah satu 
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langkah konkritnya ialah memberikan fasilitas umum yang 
sebaikbaiknya bagi masyarakat namun terkadanag untuk mencapai 
hal tersebut, pemerintah kurang mampu untuk melaksanakannya 
sehingga lahirlah sebuah kerjasama dalam hal pembangunan 
tersebut dengan pihak swasta. Dalam proses itulah yang biasa 
disebut sebagai konsesi. Swasta diyakini memiliki kemampuan yang 
lebih dalam mengelolahnya namun dalam hal ini pemerintah tetap 
berpartisipasi dan andil didalamnya.Hal yang perlu menjadi 
perhatian dimana swasta berpotensi untuk lebih memperhatikan 
keuntungan perusahaannya dibandingkan kesejahteraan 
masyarakat. 
c. Dispensasi 
Dispensasi biasa dikatakan dengan pelepasan/pembebasan 
dimana pernyataan dan pejabat administrasi yang berwenang 
bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak 
berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang didalam surat 
permintannya.22 
4. Elemen  Pokok Perizinan 
Dari beberapa pengertian, sifat dan macam-macam izin, maka 
dapat disimpulkan bahwa unsur-usur yang terdapat dalam izin meliputi 
beberapa hal, diantaranya : 
a. Wewenang 
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Dalam negara hukum sudah jelas bahwa perbuatan pemerintah 
selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga 
dengan kata lain dalam hal pemberian perizinan, pemerintah yang 
memiliki kewenangan yang mengeluarkan izin tersebut 
b. Izin sebagai bentuk ketetapan 
Pemerintah didalam konsep negera welfarestat diberikan 
kewenangan untuk mengatur.Pengaturan yang dimaksudkan 
berlaku juga untuk hal yang bersifat individual dan konkrit dimana 
instrumen yuridis untuk menghadapi hal tersebut ialah sebuah 
ketetapan.Izin merupakan bagian atau wujud dari ketetapan itu. 
c. Lembaga Pemerintah 
Lembaga Pemerintah dalam mengeluarkan izin perlu bekerja secara 
terorganisir dan terpadu sehingga efektifitas dalam pelayanan dan 
pemberian izin terealisasikan. 
d. Peristiwa Konkrit 
Dijelaskan bahwa izin merupakan instrumen yuridis pemerintah 
dalam bentuk ketetapan yang digunakan untuk menghadapi 
peristiwa konkrit dan inividual.Peristiwa konkrit artinya peristiwa 
yang terjadi diwaktu tertentu, tempat tertentu, dan orang tertentu. 
e. Proses dan Prosedur 
Proses dan Prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan 
perizinan yang diselesaikan oleh pihak internal pegawai. 
f. Persyaratan 
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Izin merupakan suatu hal yang diperkenankan terhadap suatu 
larangan yang bersegi satu dimana pemerintah memperkenankan 
hal tersebut dengan berbagai persayaratan sehingga jika syarat 
dilanggar maka akan dikenakan sanksi. 
g. Waktu Penyelesaian perizinan 
Dalam melaksanakan prosedur perizinan, kejelasan terhadap 
dikeluarkannya izin ditentukan oleh instansi terkait. 
h. Biaya Perizinan  
Dalam proses pemberian izin, termasuk didalmnya anggaran yang 
dikeluarkan terhadap izin tersebut perlu dilaksanakan secara 
transparan dan sesuai dengan SOP. 
i. Pengawasan Penyelenggaraan perizinan 
Pengawasan merupakan langkah pemerintah untuk mengontrol 
kegiatan yang dilakukan si penerima izin agar tetap sesuai dengan 
apa yang telah disyaratkan sebelum izin itu keluar. 
 
5. Dokumen Perizinan 
Dokumen perizinan merupakan persyaratan administrasi terhadap 
usaha yang wajib untuk dipenuhi. Terkhusus untuk depot air minum 
telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan RI no. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis 
Depot Air Minum dan Perdagangannya, diantaranya : 
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a. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan 
Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi 
perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha.  
b. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari 
PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari 
Instansi yang berwenang.  
c. Depot Air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang 
dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk 
Pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.  
Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 43 tahun 
2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum ditambahkan satu 
syarat bagi pengusaha depot air minum yaitu Sertifikat Laik Higiene 
Sanitasi. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang 
dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor 
Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa Depot Air Minum 
telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum 
dan persyaratan Higiene Sanitasi. 
 
 
 
 
25 
 
 
C. Pengawasan 
1. Pengertian Pengawasan 
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu 
organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan 
mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting 
karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan 
menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya 
itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi 
terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan 
Pendahuluan (preliminary control), Pengawasan pada saat kerja 
berlangsung (cocurrent control), Pengawasan Feed Back (feed back 
control).Di dalam proses pengawasanjuga diperlukan tahap-tahap 
pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap 
pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap 
Penetapan Standar, tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan 
Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap 
Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa 
Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi. 
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Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak 
diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, 
karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian 
tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. 
Manullang mengemukakan bahwa:”Pengawasan adalah dilakukan
 oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan 
semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang 
melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. 
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 
Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya 
tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan 
pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu.Pengawasan mutlak 
diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang 
dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk : 
a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. 
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. 
c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 
dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 
telah direncanakan. 
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d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau 
tidak. 
e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning, yaitu standar.23 
 
3. Fungsi Pengawasan 
Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan 
pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk memastiakan 
agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya. 
Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai 
faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan 
tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap 
tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk 
memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan 
sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan 
semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk 
mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai 
apa yang telah direncanakan.  
  
                                                          
 23Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka 
Cipta, Yogyakarta, 1994, Halaman 22.
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D. Depot Air Minum Isi Ulang 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan 
Teknis Depot air minum dan perdagangannya, disebutkan bahwa depot air 
minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku 
menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen sementara air 
baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi bersih 
yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 
untuk diolah menjadi produk air minum. 
         Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan 
Kualitas Air Minum, bahwa: “air minum adalah air yang melalui proses 
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat 
kesehatan dan dapat langsung diminum.” 
 
Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada pasal yang 
memberikan definisi maupun pengertian mengenai Air Minum Depot isi 
ulang (AMD isi ulang).Namun dari beberapa bahan bacaan, diperoleh 
beberapa definisi mengenai pengertian usaha AMD isi ulang. Antara lain 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha AMD isi ulang adalah 
usaha industri yang melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air 
minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi 
pengolahan. Sedangkan Suprihatin, ketua tim peneliti laboratorium 
teknologi dan manajeman lingkungan, Institut Pertanian Bogor dan R. 
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Hening Darpito, direktur penyehatan air dan sanitasi, Dirjen PPM-PL 
Departemen Kesehatan, memberikan definisi depot air minum adalah 
penjualan air minum kepada masyarakat yang dilakukan secara 
perorangan, dimana konsumen harus membawa wadah galon sendiri, 
baru mengisinya di depot tersebut.24 
1. Badan Usaha 
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan 
ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.Badan Usaha 
seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada 
kenyataannya berbeda.Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah 
lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha 
itu mengelola faktor-faktor produksi.25 
Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan 
hukum.Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi 
badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja 
dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada 
masyarakat. 
Badan usaha depot air minum kebanyakan dikelola oleh 
perseorangan dikarenakan tidak membutuhkan banyak Modal, Tenaga 
kerja/Buruh dan tempat yang luas sehingga banyak yang membuka 
usaha depot air minum secara perseorangan. 
                                                          
24
Suprihatin dan Hening Darpito,AirMinum Isi Ulang Layakkah Dikonsumsi, Femina,Maret 2004,  
halaman 83.   
25
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha diakses pada 11 Februari 2017, pada pukul 
16:05 Wita 
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2. Pengertian Kualitas Air 
Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa 
proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 
langsung diminum, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 
No.:907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan 
Kualitas Air Minum. Bagi manusia air minum merupakan kebutuhan 
utama untuk berbagai keperluan, seperti mandi, cuci, kakus dan dalam 
produksi pangan, mengingat bahwa berbagai penyakit dapat ditularkan 
melalui air saat manusia memanfaatkannya, maka untuk memutuskan 
penularan penyakit tersebut diperlukan sistem penyediaan air bersih 
maupun air minum yang baik bagi manusia. 
Penyediaan air bersih, selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus 
memenuhi standar yang berlaku. Untuk itu perusahaan air minum 
selalu memeriksa kualitas airnya sebelum didistribusikan pada 
pelanggan, karena air baku belum tentu memenuhi standar, maka 
perlu dilakukan pengolahan agar memenuhi standar air minum. Air 
minum yang ideal harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak 
berbau dan tidak mengandung kuman patogen.Air seharusnya tidak 
korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan 
distribusinya.Pada hakekatnya persyaratan ini dibuat untuk mencegah 
terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air atau water borne 
diseases. 
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3. Tujuan Pengawasan Kualitas Air 
Pengawasan kualitas air bertujuan untuk melindungi masyarakat 
dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum 
atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui 
surveilans kualitas air secara berkesinambungan. 
Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum 
sebagaimana menurut keputusan Menkes No: 
907/Menkes/SK/VII/2002, maka perlu dilaksanakan kegiatan 
pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus 
menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh 
penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, 
sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam 
keputusan ini. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi : 
a. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah 
maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem 
perpipaan. 
b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah 
maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan 
kemasan dan atau isi ulang. 
Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, yang meliputi : 
a. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi : 
Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan 
pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air 
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baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum 
kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan 
rumah bagi air minum perpipaan. 
b. Pengambilan sampel : 
Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan 
sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal. 
4. Persyaratan Bakteriologis Air Minum 
Parameter mikrobiologis untuk air minum adalah dengan 
menggunakan bakteri coli form dan E coli.Apabila dalam pemeriksaan 
air minum dan ditemukan adanya bakteri tersebut, maka dapat 
dipastikan bahwa air tersebut telah terkontaminasi oleh tinja manusia 
dan hewan berdarah panas. Indikator adalah bakteri yang memenuhi 
persyaratan berikut : 
a. Dapat diterapkan untuk semua jenis perairan. 
b. Selalu ditemukan bila di dalam perairan tersebut terdapat bakteri 
pathogen; 
c. Jumlahnya sebanding dengan tingkat pencemaran perairan 
tersebut; 
d. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan bakteri pathogen; 
e. Tidak mengalami pertumbuhan selama berada di perairan; 
f. Daya tahan hidupnya lebih lama daripada bakteri pathogen; 
g. Tidak ditemukan di dalam perairan yang tidak mengalami 
pencemaran; 
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h. Relatif mudah dideteksi di laboratorium; 
i. Mempunyai ciri-ciri yang tetap; 
j. Tidak berbahaya atau menyebabkan penyakit pada manusia atau 
hewan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi pada Dinas 
Kesehatan Kota Makassar, Dinas Perdagangan Kota Makassar dan Dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
B. Teknik Penelitian 
Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan (library search) 
Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang 
merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung 
data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan 
mempelajari berbagai referensi berupa buku,jurnal, media cetak, dan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
penulis teliti. 
2. Penelitian Lapangan(Field Search) 
Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulakn data 
dengan mendatangi langsung objek dan sumber-sumber data 
(informasi) penelitian. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis data 
meliputi : 
1. Data Primer adalah Data diperoleh dengan teknik wawancara 
secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan 
Pengusaha Depot Air Minum, Staf Dinas Kesehatan Kota 
Makassar, Dinas Perdagangan Kota Makassar dan Dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 
2. Data SekunderMerupakan bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 
menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari: 
a. Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini: 
1) Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 43 tahun 2014 
tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum 
2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
492/MENKES/PER/VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 
Minum  
3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI 
Nomor 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis 
Depot Air Minum dan Perdagangannya 
4) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
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5) Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
b. Buku-buku ilmiah dibidang hukum terutama berkaitan dengan 
Hukum Administrasi Negara, Perizinan dan lain-lain. 
c. Jurnal, Makalah, website dan lain-lain. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Teknik Wawancara 
Teknik wawancara (interview) yaitu penulis melakukan wawancara 
atau hanya tanya jawab dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan depot air minum serta pihak 
yang terkait dengan penelitian ini. 
2. Teknik Dokumentasi 
Teknik dokumentasi adalah penulis mengambil data-data dari 
dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak-pihak 
yang relevan dengan permasalahan ini. 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data 
primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, 
maka teknik analisis data yang digunakan pun analisis kualitatif, dimana 
proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan 
dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis 
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secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya 
analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB VI 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Adanya pemberian izin sebenarnya memilki dua fungsi yaitu fungsi 
penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib yang dimaksudkan adalah 
agar setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan 
masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga 
ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dan 
sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat 
dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi 
penyalahgunaan izin yang telah diberikan.26 
Tujuan lahirnya perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi 
pemerintah dan masyarakat: 
a. Dari sisi pemerintah bertujuan untuk melaksanakan peraturan 
sehingga terjadi ketertiban dalam pelaksanaan izin tersebut. 
Disamping itu izin juga sebagai sumber pendapatan daerah 
dikarenakan setiap izin dikenakan retribusi yang tentunya menambah 
Pendapan Asli Daerah (PAD). 
b. Dari sisi masyarakat bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi 
mereka.27 
                                                          
26
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika,2015, 
hlm.193. 
27
Ibid,hlm. 200. 
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Depot Air Minum merupakan usaha yang memerlukan izin agar dapat 
dikendalikan karena usaha ini merupakan usaha yang berkaitan dengan 
kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan akan air minum.Khusus di 
Kota Makassar, Depot Air Minum telah menjamur, hal itu dibuktikan 
dengan banyaknya sertifikat laik hygiene yang keluar di Makassar. Pada 
tahun 2016 ada 77 Depot Air Minum yang terbit Sertifikat Laik Higiene dan 
di tahun 2017 sudah ada 12 depot air minum yang terbit sertifikatnya.28 
Adapun Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif 
dengan mengambil sampel di 3 kecamatan di Kota Makassar, yaitu 
Kecamatan Ujung Tanah tepatnya di wilayah kerja puskesmas tabaringan, 
Kecamatan Biringkanayya tepatnya diwilayah kerja puskesmas antara dan 
Kecamatan Sudiang Raya tepatnya di wilayah kerja puskesmas Sudiang 
Raya. 
Dari ketiga kecamatan tersebut didapatkan jumlah depot air minum 
sebagai berikut:    
 
  
                                                          
28
 Hail wawancara dengan Hj.Nurmi bagian Sanitasi Dinas Kesehatan Kota Makassar, pada 15 Mei 
2017 
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Tabel 1 
Depot Air Minum berdasarkan keberadaan Puskesmas di Makassar 
tahun 2017 
Puskesmas Wilayah Kerja Jumlah 
Depot Air 
Minum 
Jumlah Sampel 
yang diambil 
Ujung 
tanah 
Kelurahan Tabaringan, 
Kelurahan Tamala’ba, 
Kelurahan totata, 
Kelurahan gusung, dan 
Kelurahan ujung tanah 
10 3 
Antara Kelurahan Tamalanrea 
Indah 
8 2 
Sudiang 
Raya 
Kelurahan Sudiang 
Raya, Kelurahan Daya, 
dan Kelurahan Laikang 
30 5 
Sumber: Data Sekunder 
A. Mekanisme perizinan depot air minum di Kota Makassar 
Penyelenggaraan Depot Air Minum diatur dalam Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 
651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air minum dan 
perdagangannya, dalam aturan ini dijelaskan bahwa ada beberapa poin 
sayarat yang harus dipenuhi oleh Depot Air Minum,yaitu: 
a. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda 
Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan 
seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  
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b. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari 
PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari 
Instansi yang berwenang.  
c. Depot Air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang 
dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk 
Pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.  
Kemudian setelah lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, maka poin 3 
diatas yaitu laporan hasil uji air minum dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat 
Laik Hygiene.Sebenarnya Sertifikat Laik Hygiene didapatkan bukan hanya 
karena hasil uji air minum tapi juga meliputi higiene tempat, peralatan dan 
penjamahnya sehingga dapat dikatakan dengan lahirnya aturan ini 
membuat higiene Depot Air Minum lebih terjamin. 
Sehingga dapat diklasifikasikan bahwa untuk mendirikan usaha 
depot Air Minum memerlukan tiga hal: 
a. Izin Usaha meliputi Izin Gangguan/HO, Surat Izin Usaha Perdagangan, 
dan Tanda Daftar Perusahaan. Dokumen ini diterbitkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar 
b. Surat jaminan Pasokan Air Baku dari PDAM  
c. Sertifikat laik higiene yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. 
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1. Izin Usaha  
Di Kota Makassar, perizinan secara umum seperti izin usaha, izin 
mendirikan bangunan, dan izin-izin lainnya dikeluarkan oleh dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dari hasil 
wawancara dengan Bapak Abdul Hamid selaku Kepala Seksi bidang 
perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Makassar mengatakan bahwa  
“sebelum adanya kebijakan terkait Perizinan terpadu satu pintu, 
kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha perdagangan salah 
satunya yaitu izin usaha Depot Air Minum adalah kewenangan Dinas 
Perdagangan Kota Makassar namun setelah adanya kebijakan 
tersebut,kewenangan itu dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal 
dan PTSP”. 
 
Walaupun izin usaha telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP namunpengawasan terhadap pelaksanaan 
izin tersebut tetap menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, hal itu telah 
diatur dalam Perwali Kota Makassar Nomor 60 tahun 2015 tentang 
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu tepatnya pada 
Pasal 8 yang mengatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan, berkewajiban dan 
bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan 
atas perizinan yang telah dikeluarkan oleh badan, sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
Kemudian dari hasil wawancara dengan Pak Andi Engka bagian 
pelayanan belakang Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengatakan 
bahwa : 
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“untuk menjalankan sebuah usaha Depot Air Minum, ada beberapa 
dokumen yang perlu untuk dimiliki pelaku usaha tersebut yaitu Izin 
gangguan/HO  yaitu Izin tempat usaha yang menjalankan suatu bidang 
usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian 
dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup seperti 
Depot Air Minum yang menggunakan air dengan skala yang besar 
yang dapat mempengaruhi kelestarian air. Kemudian Surat Izin Usaha 
Perdagangan yaitu Izin ini diberikan kepada pengusaha untuk 
melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Dan yang 
terakhir Tanda Daftar Usaha Perusahaan”. 
Ketiga dokumen tersebut wajib dimiliki Depot Air Minum untuk 
mendirikan usahanya.Pak Andi Gazali selaku staff bagian pelayanan 
depan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
menambahkan bahwa  
“klasifikasi 3 dokumen tersebut yaitu Izin gangguan merupakan izin 
wajib retribusi lalu Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan non 
retribusi sedangkan Tanda Daftar Usaha Perdagangan merupakan 
dokumen non perizinan”. 
Dalam Perwali Kota Makassar Nomor 60 tahun 2015 tentang 
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu memang telah 
dijelaskan bahwa ada beberapa izin yang wajib retribusi dan ada izin yang 
tidak wajib retribusi. Izin yang wajib retribusi salahsatunya adalah izin 
gangguan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 dan izin yang tidak 
wajib retribusi salah satunya yaitu Izin Usaha Perdagangan sebagaimana 
dijelaskan pada Pasal 18. Adapun Tanda Daftar Usaha Perusahaan 
merupakan dokumen non perizinan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 
26. 
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a. Persyaratan. 
1) Izin Gangguan 
Untuk memiliki izin gangguan, pemohon harus terlebih dahulu 
mengajukan permohonan dengan dilengkapi perysaratan sebagai 
berikut: 
a) Fotocopy KTP yang berlaku dua rangkap beserta membawa 
aslinya 
b) Pas foto pemohon 4 lembar 
c) FotoCopy sertifikat atau bukti kepemilikan tanah tempat yag 
akan diajukan usaha 
d) FotoCopy IMB 
e) FotoCopy akta pendirian usaha /Perusahaan 
f) Foto Copy bukti aktif BJPS tenaga kerja da kesehatan 
g) Rekomendasi analisis Dampak Lalu lintas (bila diperlukan) 
h) Izin lingkungan, Amdal /UKL-UPL (bila diperlukan) 
Menurut Pak Andi Gazali, untuk Depot Air Minum dikarenakan 
didirikan oleh perseorangan maka persyaratan yang perlu 
dilengkapi hanya pada poin 1,2,3, dan 4. 
2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
Untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pemohon 
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan dilengkapi 
persyaratan sebagai berikut: 
 
 
 
 
45 
 
 
a) Foto Copy KTP pemohon 2 lembar  
b) Pas Foto pemohon 4 lembar 
c) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan/Usaha dari Notaris 
d) Foto Copy pengesahan BAdan Hukum 
e) Foto Copy Izin Gangguan/HO 
f) Foto Copy bukti aktif BJPS tenaga kerja da kesehatan 
Seperti halnya izin gangguan, menurut Pak Andi Gazali 
mengatakan bahwa tidak semua yang mesti dilengkapi oleh Depot 
Air Minum, hanya poin 1,2,dan 5 saja yang perlu dipenuhi oleh 
pemohon. 
3) Tanda Daftar Usaha Perusahaan 
Untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Perusahaan, pemohon 
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan dilengkapi 
persyaratan sebagai berikut: 
a) Foto Copy KTP pemohon 2 lembar  
b) Pas Foto pemohon 4 lembar 
c) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan/Usaha dari Notaris 
d) Foto Copy pengesahan Badan Hukum 
e) Foto Copy Izin Gangguan/HO dan NPWP 
f) Foto Copy bukti aktif BJPS tenaga kerja dan kesehatan 
Begitu juga dengan Tanda Daftar Usaha Perdagangan, Pak Andi 
Gazali menuturkan bahwa tidak semua wajib dipenuhi oleh pemohon. 
Poin 1,2, dan 5 saja yang wajib dipenuhi oleh Depot Air Minum. 
 
 
 
 
46 
 
 
b. Tata Cara Penerbitan 
Dalam Perwali Kota Makassar nomor 60 tahun 2015 tentang 
penyelenggaraaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dijelaskan 
Tata Cara Penerbitan izin, diantaranya : 
1) Izin gangguan 
Tata cara penerbitan izin gangguan (izin yang wajib retribusi) 
dijelaskan pada Pasal 29 yaitu : 
a) Mengumpulkan formulir beserta persyaratan administrasi yang 
telah ditetapkan 
b) Badan PTSP melakukan penelitian dokumen , apabila 
memenuhi persyaratan makaakn dilanjutkan untuk 
mendapatkan kajian teknis, jika tidak maka dikembalikan 
kepada pemohon untuk dilengkapi. 
c) Tim teknis yang meliputi SKPD yang terkait melakukan 
peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat 
teknis sesuai dengan jenis perizinan yang akan dimohonkan 
d) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam 
Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi 
e) Tim teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 
SKPD teknis dalam rangka penandatanganan rekomendasi oleh 
kepala SKPD 
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f) Rekomendasi kemudian disampaikan kepada kepala Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP untuk diterbitkannya izin 
gangguan. 
g) Proses perhitungan dan penetapan besar retribusi izin oleh Tim 
Teknis dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 
yang ditandatangani oleh kepala SKPD tenis untuk selanjutnya 
diterbitkan pengantar Surat Tanda Setoran (STS) 
h) Proses Pembayaran Retribusi oleh pemohon izin melalui bank 
yang telah ditentukan. 
i) Proses penandatangan izin oleh kepala Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP 
j) Penyerahan Izin kepada pemohon 
2) Surat Izin Usaha Perdagangan 
Tata cara penerbitan izin gangguan (izin yang tidak wajib 
retribusi) dijelaskan pada Pasal 30 yaitu : 
a) Mengumpulkan formulir beserta persyaratan administrasi yang 
telah ditetapkan. 
b) Badan PTSP melakukan penelitian dokumen,apabila memenuhi 
persyaratan makaakn dilanjutkan untuk mendapatkan kajian 
teknis, jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon untuk 
dilengkapi. 
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c) Tim teknis yang meliputi SKPD yang terkait melakukan 
peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat 
teknis sesuai dengan jenis perizinan yang akan dimohonkan. 
d) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam 
Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi. 
e) Tim teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 
SKPD teknis dalam rangka penandatanganan rekomendasi oleh 
kepala SKPD 
f) Rekomendasi kepala SKPD kemudian disampaikan kepada 
kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Tim teknis 
untuk diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan. 
g) Proses penandatangan izin oleh kepala Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP 
h) Penyerahan Izin kepada pemohon. 
3) Tanda Daftar Usaha Perusahaan 
Tata cara penerbitan izin gangguan (non perizinan) dijelaskan 
pada Pasal 31 yaitu : 
a) Mengumpulkan formulir beserta persyaratan administrasi yang 
telah ditetapkan. 
b) Badan PTSP melakukan penelitian dokumen, apabila memenuhi 
persyaratan makaakn dilanjutkan untuk mendapatkan kajian 
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teknis, jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon untuk 
dilengkapi. 
c) Tim teknis yang meliputi SKPD yang terkait melakukan 
peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat-syarat 
teknis sesuai dengan jenis perizinan yang akan dimohonkan. 
d) Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam 
Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi. 
e) Tim teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 
SKPD teknis dalam rangka penandatanganan rekomendasi oleh 
kepala SKPD 
f) Rekomendasi kepala SKPD kemudian disampaikan kepada 
kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Tim teknis 
untuk diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan. 
g) Proses penandatangan izin oleh kepala Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP 
h) Penyerahan Izin kepada pemohon 
Namun dalam pelaksaannya ternyata Depot Air Minum sama 
sekali tidak mengetahui bahkan baru mendengar informasi terkait 
ketiga dokumen izin tersebut. Dari 10 sampel Depot Air Minum di 3 
puskesmas di Kota Makassar, didapatkan data kepemilikan izin 
usaha (izin gangguan/HO, SIUP dan TDUP) sebagai berikut : 
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Tabel 2 
Daftar Kepemilikan Izin Usaha berdasarkan wilayah Depot Air Minum 
tahun 2017 
Depot Air Minum Wilayah  Izin Gangguan/HO, SIUP dan 
TDUP 
Depot Metro Tabaringan  Tidak ada 
Depot Berkah Tabaringan Tidak ada 
Depot Asih Tabaringan Tidak ada 
Depot Azzarah Antara Tidak ada 
Depot Zamzam Antara Tidak ada 
Depot An Sudiang 
Raya 
Tidak ada 
Depot Rafanah Sudiang 
Raya 
Tidak ada 
Depot Amiro Sudiang 
Raya 
Tidak ada 
Depot Dinda  Sudiang 
Raya 
Tidak ada 
Depot Clao Sudiang 
Raya 
Tidak ada 
Sumber: Data Sekunder 
Dari data diatas dapat dikatakan bahwa semua depot yang dijadikan 
sampel tidak memiliki izin usaha padahal hal itu sudah menjadi kewajiban 
bagi Depot Air Minum dalam menjalankan usahanya. Dari hasil 
wawancara dengan Bapak Tahyal Majid pemilik depot Amiro yang 
berlokasi di Sudiang Raya mengatakan bahwa: 
“sejak berdirinya depot air Minum saya pada tahun 2012, saya hanya 
membuat Sertifikat Laik Higiene sebagai syarat untuk menjalankan 
usahanya. Untuk maslaah izin usaha, saya tidak pernah mendapatkan 
informasi terkait hal tersebut, pihak Dinas yang terkait puntidak pernah 
menginformaikan hal tersebut”.  
 
Hal lain juga dijelaskan oleh pemilik Depot Zamzam yaitu Zamsuddin, 
beliau menjelaskan bahwa:  
“sewaktu mendirikan Depot Air Minum, bapak hanya diarahkan untuk 
mengambil rekomendasi dari puskesmas dan kemudian mengurusnya 
di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Pihak Puskesmas juga tidak 
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mempersyratkan adanya izin usaha. Saya menganggap sertifikat Laik 
Higiene juga termasuk izin usaha.” 
Sejalan dengan itu, menurut hasil wawancara penulis dengan Hj Nurmi 
bagian Kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
mengatakan bahwa  
“Memang untuk menerbitkan Sertifkat Laik Higiyne, kami tidak 
mempersyaratkan adanya izin usaha (izin gangguan, SIUP dan TDUP) 
karena pada SOP penerbitan Sertifikat Layk Higiene tidak ada 
persyaratan yang mewajibkan melampirkan izin usaha.” 
 
Sebenarnya telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI 
nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene sanitasi Depot Air Minum pada 
pasal 4 poin 1 dijelaskan bahwa Setiap Depot Air Minum wajib memiliki 
izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga 
dipertegas dari keterangan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, 
Bapak Andi Muh.Yasir kepada salah satu media berita di Makassar.Beliau 
mengatakan bahwa hampir seluruh Depot Air Minum di Kota Makassar 
tidak mengantongi izin.29 
2. Surat jaminan Pasokan Air Baku dari PDAM  
Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 
651/MPP/kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 
Perdagangannya pada pasal 3 poin 5 dijelaskan bahwa Depot Air Minum 
dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam 
jaringan distribusi rumah tangga. Hal itulah yang menyebabkan Depot Air 
                                                          
29
http://makassar.radiosmartfm.com/jurnal-makassar/6651-depot-air-minum-di-makassar-
banyak-tidak-berizin.html, pada tanggal 21 Mei 2017 pada pukul 18:45 Wita 
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Minum memerlukan surat jaminan pasokan air baku dari PDAM 
dikarenakan Depot Air Minum menggunakan air dalam skala yang besar. 
Namun dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ternyata untuk 
mendirikan Depot Air Minum tidak memerlukan adanya surat jaminan 
Pasokan Air Baku dari PDAM. Menurut Hasil wawancara penulis dengan 
staf pelayanan depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu yaitu bapak Gazali, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini, 
untuk pembuatan izin usaha depot air minum, belum ada kordinasi 
dengan PDAM terkait surat jaminan pasokan air baku. Begitupun di Dinas 
Kesehatan, Hj Nurmi mengatakan bahwa untuk menerbitkan Sertifikat Laik 
Higiene, pihaknya tidak mempersyaratkan adanya surat jaminan pasokan 
air baku dari PDAM.  
Sebenarnya Depot Air Minum mengambil air baku dari dua sumber 
yaitu air tanah dan menggunakan air PDAM. Khusus untuk daerah 
sudiang raya, ada sebagian Depot Air Minum yang menggunakan air 
tanah sebagai air bakunya. Ibu Hj Andi Surianti selaku pemilik depot An 
yang menggunakan air tanah, beliau mengatakan bahwa tidak ada 
perbedaan pengurusan antara Depot Air Minum yang menggunakan air 
PDAM dan air tanah. Hal itu dibuktikan karena beliau hanya diarahkan 
untuk mengurus rekomendasi dari puskesmas dan membawanya ke Dinas 
Kesehatan, sama dengan Depot Air Minum yang menggunakan air yang 
berasal dari PDAM.   
 
 
 
 
 
53 
 
 
3. Sertifikat Laik Higiene 
Lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2014 
tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum membuat kewajiban baru bagi 
Depot Air Minum untuk membuat Sertifikat Laik Hygiene sebagai salah 
satu syarat yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan usahanya tersebut. 
Sertifikat Laik Higiene menurut Permenkes ini adalah bukti tertulis yang 
dikeluarkan oleh dinas kabupaten/kota yang menerangkan bahwa DAM 
telah memenuhi stnadar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum 
dan persyaratan hygiene sanitasi. 
Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene, pemohon mulanya 
mengajukan permohonan beserta kelengkapan berkasnya, untuk formulir 
dapat diambil di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Adapun untuk syarat 
kelengkapan diantaranya : 
a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 
b) Pas Foto ukuran 3x4 cm sebanyak dua lembar 
c) Surat keterangan domisili usaha 
d) Dena lokasi dan Bangunan Tempat Usaha 
e) Foto Copy Sertifikat Pelatihan/Kursus Higiene Sanitasi DAM Bagi 
Pemilik 
f) Surat keterangan dari puskesmas setempat 
Setelah pemohon telah mengisi formulir dan melengkapi berkasnya 
maka berkas tersebut dimasukkan ke petugas registrasi Dinas Kesehatan, 
setelah itu Petugas akan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 
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pemohon untuk ditindaklanjuti. Jika berkas dinyatakan lengkap maka akan 
dilanjutkan visitasi ke tempat usaha oleh staf Bagian Pencegahan 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota 
Makassar. Jika Depot Air Minum tersebut memenuhi syarat sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene 
Sanitasi Depot Air Minum maka diambil sampel air untuk diperiksa apakah 
airnya layak untuk dikonsumsi atau tidak. Jika hasil pemeriksaan  airnya 
memenuhi syarat maka staf akan membuatkan print out sertifikat laik 
higiyene yang kemudian akan di paraf oleh kepala seksi penyehatan 
lingkungn dan diteruskan ke kepala bidang Pencegahan Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan (P2PL). Setelah itu Kepala Dinas akan 
menandatangani sertifikat tersebut kemudian diserahkan ke petugas. 
Selanjutnya pemohon dapat mengambil Sertifikat Laik Hygiene ke tempat 
mereka memasukkan berkasnya.30 
Dari hasil penelitian di 10 Depot Air Minum yang telah dijadikan 
sampel, didapatkan data tentang kepemilikan sertifikat laik hygiene seperti 
berikut : 
 
 
  
                                                          
30
 SOP pnerbitan Sertifikat Layk HIgiene (lihat lampiran) 
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Tabel 3 
Kepemilikan Sertifikat Laik Hygiene di Depot Air Minum pada Wilayah 
Penelitian tahun 2017 
Depot Air 
Minum 
Wilayah Sertifikat Laik Hygiene 
Depot Metro Tabaringan Ada namun tidak berlaku 
Depot Berkah Tabaringan Tidak ada 
Depot Asih Tabaringan Tidak ada 
Depot Azzarah Antara Ada 
Depot Zamzam Antara Ada 
Depot An 
Sudiang 
Raya 
Ada 
Depot Rafanah 
Sudiang 
Raya 
Ada 
Depot Amiro 
Sudiang 
Raya 
Ada namun tidak berlaku 
Depot Dinda 
Sudiang 
Raya 
Ada 
Depot Clao 
Sudiang 
Raya 
Tidak ada 
Sumber : Data Sekunder 
Dari data diatas dapat dikatakan bahwa masih ada Depot Air Minum 
yang belum mengurus Sertifikat Layk Higiene. Menurut Ibu Atika selaku 
bagian Sanitasi Puskesmas Tabaringan mengatakan bahwa: 
“saat ini diwilayah kerja saya, dari 10 Depot Air Minum yang 
beroperasi,hanya 2 saja yang memiliki Sertifikat Layk Higiene, itupun 
salah satunya telah kadaluarsa di tahun 2016. Saya selalu 
memberikan peringatan dan teguran kepada pengusaha Depot Air 
Minum namun selalu saja pihak depot berasalan belum memiliki waktu 
untuk mengurus sertifikat tersebut. Selain teguran da peringatan, kami 
juga telah memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Kota 
Makassar terkait Depot Air Minum yang masih illegal namun sampai 
saat ini belum ada tindak lanjut atau upaya represif yang dilakukan 
terhadap Depot Air Minum tersebut”.  
 
Di wilayah Puskesmas Sudiang Raya, Ibu Irma Suryani juga 
melakukan hal yang sama. Beliau selalu menghimbau kepada pengusaha 
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depot yang belum memiliki izin agar segera mengurusnya. Menurut Beliau 
kewenangan pihak puskesmas hanya sebatas melaporkan ke Dinas 
Kesehatan Kota Makassar, selanjutnya pihak dari Dinas Kesehatan yang 
menindaklanjuti laporan tersebut. 
Kemudian dari hasil wawancara degan pengusaha Depot Air Minum 
yang memilik sertifikat layk hygiene yaitu Hj. Alwi pemilik Depot Azzahrah 
mengatakan bahwa: 
“awalnya saya mencari informasi terkait syarat untuk mengoperasikan 
usaha depot saya di puskesmas. Kemudian saya diarahkan oleh pihak 
puskesmas untuk melengkapi berkas sebelum ke Dinas Kesehatan 
Kota Makassar. Akhirnya saya mengumpulkan berkas dulu  beserta 
rekomendasi dari puskesmas, lalu saya membawanya ke Dinas 
Kesehatan Kota Makassar. Setelah itu tim visitasi datang dan 
mengambil sampel air saya. Tim visitasi mengatakan bahwa pihaknya 
akan menghubungi jika memang hasilnya sudah sesuai standar namun 
jika tidak, maka diwajibkan untuk melengkapi berkas kembali. Alhasil 
saya diberitahu bahwa kandungan air depot saya layak untuk 
dikonsumsi oleh masyarakat dan berhak mendapatkan sertifikat layk 
hygiene”. 
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2014 
tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum tepatnya pada pasal 9 
dijelaskan bahwa setelah diterimanya permohonan dan dinyatakan telah 
memenuhi kelengkapan, petugas diberikan paling lama dalam waktu 7 
hari kerja untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan 
teknis. Paling lama dalam waktu 25 hari kerja, tim pemeriksa harus 
memberikan rekomendasi hasil penilaian yang dilengkapi dengan Berita 
Acara Pemeriksaan kepada kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
Setelah rekomendasi telah diterima maka paling lama dalam waktu 7 
(tujuh) hari Kepala Dinas harus menerbitkan atau menolak menerbitkan 
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Sertifikat Laik Hygiene. Untuk perpanjangan Sertifikat Layk Higiene 
dijelaskan bahwa prosesnya tetap sama seperti proses saat membuat 
sertifikat laik Hygiene yang baru. 
B. Mekanisme Pengawasan Depot Air Minum di Kota Makassar 
Pengawasan Depot Air Minum merupakan upaya pemerintah agar 
Depot Air Minum tetap sesuai dengan aturan yang ada dalam 
pelaksanaannya.Ada dua aturan yang menjelaskan tentang pengawasan 
terhadap Depot Air Minum, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 
492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 
651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 
Perdagangannya. 
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 
492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum 
dijelaskan bahwa untuk menjaga kualitas air minum yang dihasilkanDepot 
Air Minum maka ada dua pengawasan yang perlu dilakukan yaitu 
pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal 
adalah pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri agar air 
yang diproduksi tetapmemenuhi syarat yang telah ditentukan sementara 
pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Makassar terhadap depot air minum yang meliputi 
inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air minum, 
analisis pemeriksaan laboratiorium, rekomendasi dan tindak lanjut. 
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Menurut Ibu Irma Suryani, bagian kesling puskesmas sudiang raya bahwa 
puskesmas melakukan pengawasan selama empat kali dalam setahun, 
hal itu menurutnya telah diatur dalam SK Kepala Puskesmas nomor 
440/02/UKM/SK/PKM-TBR/I/2017 terkait pengambilan sampel air Depot 
Air Minum31. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa mulanya 
beliau mengambil sampel air dengan cara membersihkan selang jalan 
keluarnya air dengan alkohol, kemudian dibiarkan mengalir sekitaran 2-3 
menit lalu setelah itu air dimasukkan kedalam botol khusus yang telah 
disiapkan sampai penuh kemudian sampel tersebut dilabeli nama depot, 
lokasi dan waktu pengambilan sampel tersebut kemudian dibawa di 
laboratorium Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jika hasil laboratorium 
menunjukkan hasil yang dipersyaratkan maka Depot Air Minum berhak 
untuk mendapatkan stiker dari puskesmas yang menandakan bahwa 
kualitas air minum depot yang bersangkutan masih sesuai 
standar.Adapun jika Depot Air Minum tersebut ternyata memiliki kualitas 
air yang tidak sesuai dengan standar maka Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota berhak memberikan sanksi terhadap depot Air Minum 
tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 
492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Sanksi 
tersebut merupakan sanksi administratif yang diantaranya: 
a) Teguran lisan 
b) Teguran tertulis 
                                                          
31
 Hasil wawancara pada tanggal 16 mei 2017 
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c) Pencabutan Sertifikat Laik Higyene Sanitasi. 
Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat 
memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang 
berwenang dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Makassar. 
Terkait bagaimana dengan Depot Air Minum yang tidak memiliki 
izin, Ibu Irma Suryani mengatakan bahwa semua depot air minum yang 
berada diwilayah kerjanya tetap dilakukan pengawasan disamping tetap 
menghimbau dan mengingatkan Depot Air Minum untuk mengurus 
Sertifikat Laik Hygienenya. Ibu Atika bagian kesling Puskesmas 
Tabaringan mengatakan bahwa beliau selalu mengingatkan depot air 
minum diwilayah kerjanya untuk membuat Sertifikat Laik Hygiene namun 
depot air minum selalu saja beralasan padahal hal itu merupakan hal yang 
wajib bagi Depot Air Minum. Ibu atika juga menjelaskan selalu 
memberikan laporan terkait Depot Air Minum yang tidak memiliki sertifikat 
layk hygiene namun hingga saat ini belumada tindakan yang serius dari 
Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk menindaklanjuti32. 
Disamping Dinas Kesehatan Kota Makassar, pengawasan juga 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar sesuai dengan 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 
651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 
Perdagangannya. Dijelaskan dalam aturan tersebut bahwa pengawasan 
Dinas Perdagangan Kota Makassar itu meliputi penggunaan air baku, 
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proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangan. Walaupun izin 
usaha Depot Air Minum di Kota Makassar telah sepenuhnya dialihkan ke 
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, namun 
pengawasan tetap menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Kota 
Makassar. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar nomor 
60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa SKPD yang secara 
teknis terkait dengan pelayanan perizinan, dalam hal ini Dinas 
Perdagangan Kota Makassar berkewajiban dan bertanggungjawab 
melaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan yang 
telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid Kepala 
Seksi bidang perdagangan mengatakan bahwa pengawasan yang 
dilakukan setiap saat oleh pihaknya dimana pengawasan tersebut meliputi 
gangguannya, dampak lingkungan, dampak lalu lintas, dan dampak sosial. 
Untuk alurnya sendiri, Bidang perdagangan membentuk tim teknis untuk 
turun melakukan pengawasan, laporan hasil pengawasaan kemudian 
diberikan kepada seksi pengawasan dan pengendalian. Jika didapatkan 
adanya pelanggaran maka seksi pengawasan dan pengendalian berhak 
megeluarkan surat teguran sebanyak 3 kali, jika tetap tidak dihiraukan 
maka diberikan surat panggilan terhadap depot air minum yang melanggar 
tersbeut. Selanjutnya apabila masih diabaikan maka seksi pengawasan 
dan pengendalian bidang perdangangan memberikan laporannya kepada 
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bidang pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.Kewenangan 
Bidang ini berhak untuk melakukan pembekuan izin terhadap Depot yang 
tidak menghiraukan teguran dan panggilan oleh seksi pengawasan dan 
pengendalian bidang perdagangan33. 
 Namun dalam hal pelaksanaannya menurut penelitian didapatkan, 
pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Makassar belum 
sepenuhnya efektif dan berjalan sesuai aturan. Hal tersebut  dikarenakan 
masih banyak depot air minum ynag tidak memiliki izin usaha namun 
masih bisa mengoperasikan dan mendistribusikan airnya kepada 
masyarakat, padahal Depot Air Minum yang tidak memiliki  izin usaha 
tidak berhak untuk mengoperasikan Depot Air Minumnya namun hal itu 
masih banyak ditemukan di Kota Makassar. Berdasarkan penelitian yang 
menunujukkan bahwa dari kesepuluh sampel depot air minum, semuanya 
tidak memiliki  izin  bahkan salah satu Depot Air Minum telah menjalankan 
usahanya tersebut sejak 2012 tapi  belum ada tindakan yang tegas dari 
dinas perdagangan terhadap Depot Air Minum tersebut.  
 
C. Faktor-faktor yang menghambat perizinan Depot Air Minum Kota 
Makassar 
Pelaksanaan perizinan terhadap Depot Air Minum mulai dari prosedur 
sampai pada tahap pengawasan dilakukan demi menjaga kualitas air 
                                                          
33
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depot air minum yang tentunya akan berakibat fatal jika tidak dilaksanakan 
sesuai dengan aturan yang ada. 
Berikut beberapa faktor yang menghambat perizinan Depot Air Minum di 
Kota Makassar 
1. Faktor Penerbitan izin yang belum terkordinasi 
Izin merupakan usaha pemerintah agar kegiatan masyarakat dapat 
dikendalikan sehingga sudah selayaknya penerbitan izin perlu di 
perketat prosesnya. 
Telah dijelaskan bahwa dalam mendirikan Depot Air Minum di Kota 
Makassar setidaknya memuat 3 dokumen diantaranya izin usaha, surat 
jaminan pasokan air baku dari PDAM, dan sertifikat layk hygiene. Izin 
usaha yang meliputi izin gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, 
dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan diterbitkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Surat Jamina 
Pasokan Air baku dari PDAM dikeluarkan tentu oleh PDAM itu sendiri 
sementara sertifikat layk hygiene dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan 
Kota Makassar.Dari ketiga dokumen tersebut, pengurusannya mesti 
dilakukan di ketiga instansi tersebut berdasarkan prosedur masing 
masing SKPD. 
Dari hasil penelitian telah diketahui bahwa kesemua sampel 
tidak memiliki izin usaha dan Surat Jaminan Pasokan Air Baku dari 
PDAM sementara hanya 3 dari 10 sampel yang memiliki sertifikat Laik 
Hygiene. Hal itu disebabkan karena pengawasan yang dilakukan 
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puskesmas kepada setiap Depot Air Minum yang berada di wilayahnya 
sehingga untuk informasi terkait izin depot air minum tentu pihak 
puskesmas hanya memberikan informasi terkait izin operasional Depot 
Air Minum yaitu Sertifikat Laik Hygiene.Hal itulah yang membuat Depot 
Air Minum mengira bahwa untuk mendirikan usahanya, mereka hanya 
diwajibkan membuat Sertifikat Layk Higiene. Seperti dari hasil 
wawancara dengan sampel, diketahui semuanya mengatakan tidak 
mengetahui informasi terkait izin usaha ataupun surat jaminan pasokan 
air baku dari PDAM, hal itu dikarenakan informasi terkait pembuatan 
dua dokumen tersebut belum sepenuhnya terdengar Depot Air Minum 
di Kota Makassar. Kordinasi antara ketiga instansi ini merupakan hal 
yang efektif untuk menyadarkan masyarakat terkait kewajiban yang 
harus dipenuhi  untuk menjalankan usaha Depot Air MInum. Kordinasi 
yang dimaksudkan adalah bagaimana setiap instansi 
mempersyarakatkan adanya dokumen yang dikeluarkan oleh instansi 
lain. Karena dalam kasusnya, Sertifikat Laik Hygienelah yang dianggap 
wajib oleh Depot Air Minum maka sudah seharusnya Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Makassar mempersyaratkan adanya izin usaha 
terlebih dahulu sebelum dapat mengeluarkan Sertifikat Layk Higiene.  
Menurut Hj Nurmi bagian kesehatan lingkungan Dinas 
Kesehatan Kota Makassar mengatakan bahwa saat ini untuk 
mengurus Sertifikat Layk Higiene hanya mempersyaratkan KTP, 
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rekomendasi puskesmas tanpa mempersyaratkan adanya izin usaha.34 
Sementara di lain pihak, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga 
perlu mempersyaratkan adanya Surat Jaminan Pasokan Air Baku oleh 
PDAM. Proses tersebut menurut penulis akan lebih efektif dibanding 
jika pengurusannya mesti berjalan sendiri. Hal ini sulit untuk diterapkan 
jika kordinasi antar instansi terkait masih lemah sehingga ketiga 
instansi ini sudah seharusnya memiliki kordinasi yang maksimal antara 
satu dengan yang lainnya terkait penerbitan izin 
Dalam pembuatan izin usaha, ada salah satu dokumen yang 
wajib retribusi yaitu izin gangguan.Retribusi merupakan salah satu 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sehingga Pihak Pemerintah 
Kota perlu lebih memaksimalkan lagi pengeluaran izin usaha untuk 
Depot Air Minum. 
2. Lemahnya Pengawasan 
Lemahnya pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar 
dan Dinas Kesehatan Kota Makassar membuat banyak Depot Air 
Minum ilegal beroperasi.Jika seperti yang dimuat dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan RI nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang 
persyaratan kualitas air minum dan Keputusan Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan RI nomor 651/MPP/kep/10/2004 tentang 
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya bahwa 
depot yang tidak memiliki izin usaha atau sertifikat layk hygiene 
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dianggap ilegal,maka semua sampel yang telah diambil dapat 
dikategorikan sebagai Depot Air Minum ilegal karena semua sampel 
tidak memiliki izin usaha. Hal ini tentu menjadi kerugian tersendiri bagi 
masyarakat yang sehari-harinya mengkonsumsi air dari Depot Air 
Minum yang termasuk ilegal. 
Dalam aturan yang ada, telah dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan 
Kota Makassar berhak untuk melakukan penarikan sertifikat layk 
hygiene atau memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi 
Depot Air Minum yang tidak menjaga kualitas air minumnya.Begitupun 
Dinas Perdagangan Kota Makassar yang berhak untuk melakukan 
pembekuan izin usaha Depot Air Minum yang tidak sesuai dengan 
prosedur yang ada.Perlu ada tindakan represif dari kedua instansi ini 
sebagai efek jerah bagi Depot Air Minum.Tim teknis masing masing 
instansi yang melakukan pengawasan perlu lebih intensif melakukan 
upaya penindakan terhadap Depot Air Minum. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis 
lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 
1. Pelaksanaan perizinan Depot Air Minum di Kota Makassar belum 
sepenuhnya berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 
651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air 
minum dan perdagangannya dan Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 
Hal ini disebabkan karena banyaknya Depot Air Minum di Kota 
Makassar yang belum memiliki izin usaha dan Sertifikat Layk 
hygiene, padahal dokumen tersebut diwajibkan bagi Depot Air 
Minum. 
2. Faktor yang menghambat perizinan Depot Air Minum di Kota 
Makassar adalah : 
a. Faktor Penerbitan izin yang belum terkordinasi 
Salah satu penghambat dari perizinan Depot Air Minum di Kota 
Makassar ialah penerbitan izin yang belum sepenuhny 
terkordinasi. Hal ini dikarenakan masing-masing instansi tidak 
mempersyaratkan adanya izin yang lain untuk membuat izin di 
insatnsinya. Seperti Dinas KEsehatan Kota Makassar yang tidak 
mempersyaratkan izin usaha untuk membuat Sertifikat Layk 
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Hygienen bagi Depot Air Minum. Begitupun Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang tidak 
mempersyaratkan adanya surat Jaminan Pasokan Air Baku dari 
PDAM. 
b. Lemahnya Pengawasan 
Pengawasan yang belum maksimal membuat masih banyak 
Depot Air Minum yang beroperasi namun belum memiliki izin 
usaha ataupun Sertifikat Layk Hygiene.Padahal dalam aturan 
yang ada, telah dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota 
Makassar berhak untuk melakukan penarikan sertifikat layk 
hygiene atau memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha 
bagi Depot Air Minum yang tidak menjaga kualitas air 
minumnya.Begitupun Dinas Perdagangan Kota Makassar yang 
berhak untuk melakukan pembekuan izin usaha Depot Air 
Minum yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Kordinasi antar instansi yang berwenang perlu diperkuat terutama 
dalam hal penerbitan izin. Hal ini tentu memaksa Depot Air Minum 
untuk menerbitkan semua dokumen perizinan yang diwajibkan 
dalam peraturan yang ada. 
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2. Pengawasan yang dilakukan sudah seharusnya lebih dioptimalkan 
lagi agar Depot Air Minum dalam melaksanakan usahanya dapat 
berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. DIsamping itu tim 
pengawas Dinas kesehatan Kota Makassar dan Dinas 
Perdagangan Kota Makassar agar terus berkordinasi agar 
efektifitas pengawasan dapat berjalan dengan baik 
3. Tegas dalam memberikan sanksi kepada Depot Air Minum yang 
telah melanggar, hal ini agar menjadi efek jerah bagi Depot Air 
Minum dalam mengoperasikan depotnya. 
4. Sosialisasi kepada Depot Air Minum sebagai penghasil dan 
Masyarakat sebagai Konsumen. Hal ini menurut penulis dapat 
berjalan efektif. Depot Air Minum diberikan pemahaman secara 
utuh tentang syarat menjalankan usahanya dan Masyarakat yang 
diberikan pemahaman terkait bagaimana memilih Depot Air Minum 
yang sesuai standar. 
5. Partisipasi Masyarakat terkait pelaksanaan perizinan Depot Air 
Minum di Kota Makassar perlu ditingkatkan lagi.  
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